
BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

: a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah
tedadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil,
ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di
daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan
dan penduduk yang tidak rnemiliki biaya untuk bersalin
di fasilitas pelayanan kesehatan. maka perlu diatur
dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teloeis Jaminan
Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tanrtbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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e

4.

5.

6.

7.

8.

I

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a286);
UnCang-Undang }iomcr 1 Tahun 2004 tenr'ang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OA4

Nomor 5" Tambahan Lernbaran Negara Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor aa00);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keseh.atan {t ern}:aran Ne gara Republik Indonesia Tah''rn
1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2AOg tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2AA4

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)l
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indcnesia |Iomor 5587) selragaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahr-rn 2015 tentang Perubahan Kedr.ra Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201,5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tr Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
11L,'^,'^ l\l^*f.i^il- D.iI^-^ Iz'o^o}.^+^*'Ia^1^',- A-^^^....*r\tlUSUS rrUarirsrrr urudlrE l\!o\-rI4LaIr lqrlUll Jrlr6E;Aiclr

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59);
Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 1 Tahun 2Ol4 tentang
Tarif Peiayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Badan La1'anan Umum Daerah di Kabupaten Sarnbas
(Berita Daerah Kabupaten Sarnbas Tahuln 2A14 Nomor
11) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2Ol7 tentang
D^-',1-^1^^- V^A', n alna Darnrrr+ar E),'*^+i l\l^*^- 1 1i Ui Urjdirdti r\LAllf,(l ALU$ t Ll.lLUIGlf UUI-rULj itulllui i i

Tahun 2Ol4 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2Ol7;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

JAMINAN PERSALINAN BiDANG KESEHATAN DANA

ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2018^

aAa IUi\U L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini 5'ang dimaksud dengan :

1- Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penSrelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati aCaiah Bupati Sambas
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang

dipergunakan untuk menyeienggarakan upalra pelayanan kesehatan baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Inesrlra.1a.ft21.

7. Program Jaminan Persalinan yang disingkat Jampersal adalah Program
jaminan pembial.'aan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan,
pertolongan persatrinan, pelayanan nifas, rujul<an ibu 'bersaiin beresj.ko

tinggi termasuk peia1,-anan KB pasca persalinan dan layanan kra;ri baru
iahir (0-28 hari).

8. Peserta adalah masyarakat miskin Kabupaten Sarnbas yang belum
mempunyai Jarninan Kesehatan.

9. Ibu Nifas adalah masa sesudah persatrinan dan kelahiran bayi sampai 42

hari pasca melahirkan.
i0. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu

tempat (rumah/bangLlnan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat
tinggal sernentara bagi ibu hamil 5ang akan rnelahirkan hingga nifas.
termasuk ba3,i yang dilahirkannYa serta pendampingnl,a
(suami/ keluarga/ kader kesehatan) .



(1)

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersaiin

dan nilas serta bayi baru lahir (0-28 hari) terutama di daerah sulit
akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan RTK;

b. n:.eningkatkan jumlah persaiinan Cr fasili+.as pelay'anan kesehatan;
dan

c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas
serta ba-vi lahir (0-28 hari).

BAts III
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

Dana Jampersal merupakan Dana Aiokasi Khusus Nonfisik yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan
dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan
lbu dan Anak.

Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas
kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini
terhadap terjadinya komplikasi baik daiam persalinan ataupun masa nifas.

Penl'ediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah
dan kebutuhan iapangan.

Pembial,aan persalinan dan peranvatan keharnilan risiko tinggi
diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bal,-i baru lahir (0-28
hari) )'ang miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan
(JKN) atau sumber pembiayaan yang lain.

Peserta JKN apabila rnenunggak iuran atau belum aktif ffrasa berlaku
dapat menggunakan dana Jampersal

Do-^-'i*^ Lranf rr^- Lr 1-^-I^1.,, .li ^o-^rr'^t^n /^^l^r l-^l^- TIT -^^"^il LrfLl rrrrG ualrruarl rraLrJG uul taeu ut }Jt/rc\vG,Lo.LI/ }JLra-)q,rfo,[f nLlqo Irl oLou4r

dengan pela1,'anan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan
naik kelas.

Dana Jampersal tidak boleh digr-rnakan untuk membiayai kegiatan yang
teiahr dibiayai rrrelalui daria Anggarair Pendapatan dan Belairja l.legai"a,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, maLlpun sumber dana lainnva.

Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal
masing-masing kegiatan untuk Daerah sesuai dengan prioritas.
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BAB IV
PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 4

Pemanfaatan Jaminan Persalinan meliputi :

a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;

b. Sew'a mobilitas/sarana transportasi rujukan;
c. Operasional RTK mencakup:

i Qn.. o -,,mah'i. u!rlulqlrlqlr,

2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendampingyang ada di RTK;

dan
3. Langganan air, listrik, kebersihan.

d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan, Nifas, dan Ba5,'i

Baru Lahir (0-28 hari);
e. Honor PNS dan non PNS;

f. Penvelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
g. Penlrsdi.an barang habis pakai;
h. Belanja pencetakan dan penggand.aan; dan
i. Belanja jasa pengiriman.

BAts V
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Masy,araL:.aa; penerima'cantuan prcgram Jampersal Ci Pusl.,esmasf P.umah Sakit
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Surat keterangan tidak mampu yang di tandatangani oleh Kepala Desa,

disahkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan diketahui oleh
Camat; dan

b. Fotocopy'- Kartu Tanda Penduduk peserta atau fotocopy keterangan
berdomisiii apabila penduduk luar Daerah.

E)AD \/T
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TARIF

Pasal 6

(1) Besaran tarif pada Rumah Sakit Umum Su,asta di Daerah sesuai tarif 1,-ang

berlaku di Rumah Sakit dimaksud.
(2) Besaran tarif Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku

pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang
diLaksanakan cLeh Eadan Penyel"enggara Janainan Sosial sesuai Peratui:an
yang Lrerlaku.



BAB VIi
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah I{abupaten Sambas.

Ditetapkan <1i Sambas
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 7 Mei 2OlB

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2OI8 NOMOR 27

URAY TAJUDIN


